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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kolaborasi antarstakeholder dalam implementasi kebijakan 

sekolah inklusif di sekolah dasar. Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen 

terhadap stakeholder terkait, termasuk guru, kepala sekolah, ahli pendidikan khusus, dan orang tua. Temuan 

penelitian menunjukkan bahwa tingkat kolaborasi antarstakeholder saat ini berada pada tingkat sedang. Meskipun 

terdapat upaya komunikasi dan pertukaran informasi yang relatif baik, pertemuan kolaboratif yang terstruktur, 

pembagian pengetahuan dan pengalaman masih terbatas, serta koordinasi dalam penerapan program inklusif perlu 

diperkuat. Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi kolaborasi antarstakeholder meliputi adanya kesadaran 

akan pentingnya inklusi, komitmen yang kuat, dan kepercayaan antar stakeholder. Di sisi lain, hambatan-hambatan 

yang diidentifikasi meliputi kurangnya pemahaman tentang kebijakan inklusif, kendala waktu dan sumber daya, 

serta tantangan dalam merumuskan dan mengimplementasikan rencana aksi kolaboratif. Berdasarkan temuan 

penelitian, disarankan untuk memperkuat komunikasi dan pertukaran informasi, meningkatkan pertemuan 

kolaboratif yang terstruktur, membangun jaringan kolaboratif yang kuat dengan lembaga pendidikan khusus dan 

organisasi non-pemerintah, serta memanfaatkan teknologi dalam kolaborasi antarstakeholder. Implikasi dari 

penelitian ini adalah bahwa kolaborasi antarstakeholder yang lebih baik dapat meningkatkan efektivitas 

implementasi kebijakan sekolah inklusif dan mendukung pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. 

Kata Kunci: Kebijakan Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus, Stakeholder, Implementasi Kebijakan. 

 

Abstract  

This study aims to analyze the level of collaboration between stakeholders in the implementation of inclusive school 

policies in elementary schools. The research was conducted through observation, interviews and document analysis 

of relevant stakeholders, including teachers, school principals, special education experts and parents. The research 

findings show that the level of collaboration between stakeholders is currently at a moderate level. Although there 

are relatively good communication and information exchange efforts, structured collaborative meetings, knowledge 

and experience sharing are still limited, and coordination in the implementation of inclusive programs needs to be 

strengthened. Supporting factors that influence collaboration between stakeholders include awareness of the 

importance of inclusion, strong commitment, and trust between stakeholders. On the other hand, the identified 

barriers include a lack of understanding of inclusive policies, time and resource constraints, and challenges in 

formulating and implementing collaborative action plans. Based on the research findings, it is suggested to 

strengthen communication and information exchange, increase structured collaborative meetings, build strong 
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collaborative networks with special educational institutions and non-governmental organizations, and utilize 

technology in collaboration between stakeholders. The implication of this research is that better collaboration 

between stakeholders can increase the effectiveness of implementing inclusive school policies and support inclusive 

education for children with special needs. 

Keywords: Inclusive Policy, Children With Special Needs, Stakeholders, Policy Implementation. 

 

I. PENDAHULUAN 

Implementasi kebijakan sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar di 

Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu ditangani. Anak-anak dengan kebutuhan 

khusus sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses dan layanan pendidikan yang sesuai 

dengan kebutuhan mereka. Sekolah inklusif di Indonesia bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar 

yang inklusif, menerima keberagaman, dan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi semua anak. 

Menurut data UNESCO pada tahun 2020, di banyak negara di seluruh dunia, hanya sekitar 50% 

anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan akses ke pendidikan dasar (UNESCO, Global Education 

Monitoring Report 2020: Inclusion and Education: All Means All, 2020). Survei yang dilakukan oleh 

Travers dan Prendergast (2018) di Australia menunjukkan bahwa kurangnya ketersediaan fasilitas fisik 

yang memadai menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan inklusi di sekolah dasar 

(Travers & Prendergast, 2018). Selain itu, penelitian oleh Benay et al. (2021) di Kanada menemukan 

bahwa kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengajar anak berkebutuhan khusus di 

lingkungan inklusif merupakan tantangan utama yang dihadapi di sekolah dasar (Benay, Beauregard, & 

Levasseur, 2021). Survei yang dilakukan oleh Schuelka et al. (2019) di Amerika Serikat menemukan 

bahwa kurangnya kolaborasi antara guru, ahli pendidikan khusus, dan orangtua menghambat implementasi 

praktik inklusi yang efektif di sekolah dasar (Jimenez, Kellems, Butler, & Schuelka, 2019). 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada tahun 2020, dari total populasi anak usia 

7-12 tahun di Indonesia, sekitar 3,3% anak memiliki kebutuhan khusus yang memerlukan dukungan dan 

layanan pendidikan khusus (BPS, 2020). Survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa hanya sekitar 60% anak berkebutuhan khusus yang 

mendapatkan akses ke pendidikan inklusif di sekolah dasar (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

2019). Penelitian oleh Purwanto et al. (2021) menemukan bahwa hanya sekitar 35% guru yang merasa 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam mengajar anak berkebutuhan khusus di 

lingkungan inklusif (Purwanto, Sutisna, & Khairunnas, 2021). Selain itu, survei oleh Yuniarsih dan 

Rachmawati (2020) menunjukkan bahwa sekitar 70% orangtua anak berkebutuhan khusus merasa kurang 

terlibat dalam proses pendidikan anak mereka di sekolah dasar (Yuniarsih & Rachmawati, 2020). 

Berdasarkan data statistik dan riset terdahulu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya 

pemahaman dan kesadaran yang luas tentang inklusi pendidikan di kalangan stakeholder pendidikan di 

Indonesia. Banyak guru dan staf sekolah dasar yang masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang 

kebutuhan dan strategi pengajaran yang efektif bagi anak berkebutuhan khusus. Hal ini dapat 

mempengaruhi implementasi praktik inklusi yang tepat di kelas dan menyebabkan ketidaksetaraan dalam 

pendidikan. 

Selain itu, keterbatasan sumber daya menjadi kendala dalam implementasi kebijakan sekolah 

inklusif di Indonesia. Fasilitas fisik yang tidak memadai, kurangnya peralatan dan materi pembelajaran 

yang sesuai, serta kekurangan tenaga pengajar yang terlatih dalam pendidikan khusus menjadi tantangan 

signifikan. Hal ini dapat menghambat pemberian layanan pendidikan yang berkualitas kepada anak 

berkebutuhan khusus di sekolah dasar. 

Tantangan lainnya adalah kurangnya kemampuan dalam mengidentifikasi dan merespon kebutuhan 

individu anak berkebutuhan khusus secara efektif di sekolah dasar. Pendidikan inklusif memerlukan 
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pendekatan yang individual dan responsif terhadap kebutuhan unik setiap anak. Namun, kurangnya 

pengetahuan dan keterampilan dalam menilai kebutuhan anak berkebutuhan khusus serta merancang 

program pendidikan yang sesuai dapat menghambat kemajuan belajar mereka. 

Kolaborasi dan koordinasi antara guru, ahli pendidikan khusus, orangtua, dan pihak terkait lainnya 

juga menjadi tantangan penting dalam implementasi kebijakan sekolah inklusif di sekolah dasar. 

Kolaborasi yang efektif membutuhkan komunikasi yang terbuka, kerjasama yang aktif, dan pertukaran 

pengetahuan yang saling melengkapi antarstakeholder. Kurangnya kolaborasi dan koordinasi dapat 

menghambat pemberian dukungan yang komprehensif dan terkoordinasi bagi anak berkebutuhan khusus 

di lingkungan sekolah. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami tantangan serta peluang dalam 

implementasi kebijakan sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar di Indonesia. 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan hambatan dalam implementasi kebijakan sekolah inklusif 

di sekolah dasar, dengan fokus pada anak berkebutuhan khusus. Melalui identifikasi ini, diharapkan dapat 

diketahui faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, serta 

hambatan-hambatan yang perlu diatasi. 

Kedua, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan kontribusi masing-masing 

stakeholder dalam implementasi kebijakan sekolah inklusif, termasuk guru, kepala sekolah, orangtua, dan 

pihak terkait lainnya. Melalui analisis ini, diharapkan dapat dipahami bagaimana peran dan kontribusi 

setiap stakeholder dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sekolah inklusif, serta 

strategi yang dapat ditempuh untuk memperkuat kolaborasi antarstakeholder. 

Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi ketersediaan dan kualitas sumber daya 

yang diperlukan dalam implementasi kebijakan sekolah inklusif, seperti fasilitas fisik, peralatan, dan 

tenaga pendidik yang terlatih. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana sumber daya tersebut 

memadai dalam mendukung pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. 

Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi dan rekomendasi yang dapat 

meningkatkan kolaborasi antarstakeholder dan meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di sekolah 

dasar. Dengan mengidentifikasi strategi dan rekomendasi ini, diharapkan dapat memberikan panduan dan 

arahan bagi para praktisi dan pembuat kebijakan dalam memperbaiki dan meningkatkan implementasi 

kebijakan sekolah inklusif di Indonesia. 

Terakhir, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pengetahuan baru dalam bidang 

kebijakan sekolah inklusif dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan akses dan 

partisipasi anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan dasar di Indonesia. Dengan mencapai tujuan ini, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya meningkatkan inklusi 

pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar di Indonesia, serta mendorong pembaharuan 

kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

 

II. KERANGKA TEORI 

A. Anak Berkebutuhan Khusus 

Anak berkebutuhan khusus merujuk pada anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam konteks 

pendidikan. Mereka memiliki kebutuhan yang berbeda dari anak-anak pada umumnya dalam hal 

pembelajaran, perkembangan, komunikasi, interaksi sosial, atau kesehatan. Anak berkebutuhan khusus 

dapat meliputi anak dengan kebutuhan pendidikan khusus seperti gangguan belajar, autisme, kesulitan 

pendengaran atau penglihatan, kecacatan fisik, atau kebutuhan khusus lainnya yang mempengaruhi proses 

belajar dan partisipasi mereka di sekolah (UNESCO, The Salamanca Statement and Framework for Action 

on Special Needs Education, 1994). 
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Penting untuk mencatat bahwa istilah "anak berkebutuhan khusus" mencakup keragaman yang luas, 

dan setiap anak dengan kebutuhan khusus memiliki kebutuhan yang unik. Dalam pendekatan inklusi 

pendidikan, tujuan utama adalah memastikan bahwa semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, 

memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang inklusif, ramah, dan mendukung 

perkembangan mereka. 

Pengertian anak berkebutuhan khusus ini mencerminkan upaya untuk mengakui keberagaman 

individu dan memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang adil dan kesempatan yang setara dalam 

pendidikan, dengan dukungan yang sesuai sesuai dengan kebutuhan mereka. 

 

B. Konsep dan Prinsip Sekolah Inklusif 

Sekolah inklusif merupakan konsep pendidikan yang mendasarkan pada prinsip bahwa semua anak 

memiliki hak yang sama untuk pendidikan yang setara dan berkualitas. Konsep ini mencakup beberapa 

prinsip inti yang memandu implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar. 

Pertama, keberagaman dan penerimaan menjadi prinsip penting dalam sekolah inklusif. Konsep ini 

mengakui dan menghargai keberagaman anak-anak, termasuk perbedaan dalam kemampuan, kecacatan, 

latar belakang budaya, dan karakteristik lainnya. Sekolah inklusif menciptakan lingkungan yang inklusif 

dan ramah bagi semua anak, mempromosikan pengertian, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan 

(Ainscow, 2005). 

Kedua, akses dan kesempatan yang sama adalah prinsip yang mendasar dalam sekolah inklusif. 

Setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan 

dan kesempatan belajar yang setara. Prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa anak-anak 

berkebutuhan khusus diterima di sekolah biasa dengan dukungan dan pelayanan yang diperlukan untuk 

mendukung keberhasilan mereka (Armstrong, 2017). 

Selanjutnya, kolaborasi dan partisipasi adalah prinsip yang penting dalam sekolah inklusif. 

Kolaborasi antara guru, orangtua, siswa, dan pihak terkait lainnya sangat diperlukan dalam merancang, 

mengimplementasikan, dan mengevaluasi pendidikan inklusif. Partisipasi aktif semua pihak dalam 

pengambilan keputusan dan perencanaan memastikan pengalaman belajar yang holistik dan berkelanjutan 

bagi anak-anak berkebutuhan khusus (Ainscow, 2005). 

Pendekatan individual juga menjadi prinsip kunci dalam sekolah inklusif. Pendekatan ini 

mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan, dan keunikan setiap anak berkebutuhan khusus. Program 

pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan individu anak, dengan memastikan adanya dukungan khusus 

yang diperlukan untuk mencapai kemajuan belajar yang optimal (Florian, Inclusive Pedagogy: A 

transformative approach to individual differences, 2008). 

Dukungan dan sumber daya yang tersedia merupakan prinsip penting dalam sekolah inklusif. 

Sekolah inklusif menyediakan dukungan pendidikan khusus, fasilitas fisik yang inklusif, peralatan, dan 

materi pembelajaran yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Prinsip ini 

memastikan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan akses penuh dan dukungan yang 

diperlukan untuk mencapai potensi mereka. 

 

C. Kebijakan Sekolah Inklusif 

Berikut adalah beberapa kebijakan yang mendukung implementasi Sekolah Inklusif untuk Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: 

Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi pendidikan inklusif di Indonesia. Bab III Pasal 5 
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ayat (2) menyatakan bahwa pendidikan nasional harus diselenggarakan secara inklusif, 

menyeluruh, dan berkeadilan. 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan: Peraturan ini mengatur standar nasional pendidikan, termasuk dalam hal pendidikan 

inklusif. Bagian H Pasal 48 ayat (1) menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan harus 

menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pendidikan 

Inklusif: Peraturan ini mengatur tentang pedoman dan pelaksanaan pendidikan inklusif di 

Indonesia. Peraturan ini menjelaskan prinsip, strategi, dan langkah-langkah untuk 

mengimplementasikan pendidikan inklusif yang melibatkan semua stakeholder terkait. 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pendidikan 

Khusus: Peraturan ini menetapkan pedoman dan standar penyelenggaraan pendidikan khusus, 

termasuk pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Peraturan ini mengatur tentang 

penempatan, kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi bagi anak berkebutuhan khusus di 

sekolah inklusif. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendidikan 

Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa: 

Peraturan ini mengatur tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki potensi 

kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Peraturan ini menetapkan prinsip, strategi, dan langkah-

langkah untuk memastikan akses pendidikan inklusif bagi peserta didik dengan kecerdasan 

dan/atau bakat istimewa. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembinaan 

Khusus bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus: Peraturan ini mengatur tentang pembinaan 

khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus, termasuk di dalamnya adalah pembinaan khusus 

untuk peserta didik dengan kebutuhan pendidikan inklusif. Peraturan ini memberikan pedoman 

bagi sekolah dalam memberikan dukungan dan pelayanan khusus bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah inklusif. 

7. Pedoman Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar: Pedoman ini dikeluarkan oleh Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai panduan praktis bagi sekolah dalam 

mengimplementasikan pendidikan inklusif di tingkat sekolah dasar. Pedoman ini menyajikan 

langkah-langkah dan strategi yang dapat diadopsi oleh sekolah untuk menciptakan lingkungan 

inklusif yang mendukung keberhasilan pendidikan bagi ABK. 

8. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). Rencana Strategis 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021-2024. Jakarta: 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Rencana strategis ini mencakup 

komitmen pemerintah dalam memajukan pendidikan inklusif di Indonesia, termasuk upaya 

peningkatan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan bagi ABK. 

 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dalam penelitian ini mencakup beberapa elemen penting yang berkaitan 

dengan implementasi kebijakan sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Elemen-

elemen tersebut mencakup faktor-faktor pendukung dan hambatan dalam implementasi kebijakan, peran 

dan kontribusi stakeholder, ketersediaan sumber daya, kolaborasi antarstakeholder, dan kualitas 

pendidikan inklusif.  

Faktor-faktor pendukung dan hambatan dalam implementasi kebijakan sekolah inklusif mencakup 

pemahaman dan kesadaran tentang inklusi pendidikan, dukungan kebijakan dan regulasi yang jelas, serta 
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komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari pihak sekolah dan pemerintah. Penelitian oleh Suryani et al. 

(2021) tentang faktor pendukung dan hambatan implementasi kebijakan inklusi di Indonesia dapat 

menjadi sumber rujukan yang relevan (Suryani, Akbar, & Adnyana, 2021).  

Peran dan kontribusi stakeholder meliputi guru, kepala sekolah, orangtua, dan pihak terkait lainnya. 

Masing-masing stakeholder memiliki peran yang berbeda dalam mendukung implementasi kebijakan 

inklusi, seperti memberikan dukungan pedagogis, mengadvokasi kepentingan anak berkebutuhan khusus, 

serta mengembangkan kolaborasi antarstakeholder. Studi oleh Priyatno (2018) yang mengeksplorasi peran 

guru dalam pendidikan inklusif dan penelitian oleh Kusumastuti dan Subardjo (2020) yang 

mengeksplorasi peran orangtua dalam inklusi pendidikan dapat menjadi sumber acuan yang relevan 

(Priyatno, 2021) (Kusumastuti & Subardjo, 2020). 

Ketersediaan sumber daya, seperti fasilitas fisik yang inklusif, peralatan pendidikan yang sesuai, 

dan tenaga pendidik yang terlatih, menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan sekolah inklusif. 

Evaluasi sumber daya pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui penelitian seperti yang dilakukan oleh 

Nurhayati dan Manurung (2020) tentang ketersediaan dan kualitas fasilitas inklusif di sekolah dasar 

(Nurhayati & Manurung, 2020). 

Kolaborasi antarstakeholder dalam konteks kebijakan sekolah inklusif mencakup kerja sama dan 

koordinasi antara guru, kepala sekolah, ahli pendidikan khusus, orangtua, dan pihak terkait lainnya. 

Kolaborasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman bersama, saling dukung, dan pemberian layanan 

pendidikan yang holistik. Penelitian oleh Wulandari et al. (2021) tentang kolaborasi antarstakeholder 

dalam implementasi kebijakan inklusi dapat memberikan wawasan yang relevan. 

Kualitas pendidikan inklusif mencakup aspek-aspek seperti aksesibilitas, partisipasi, keterlibatan 

orangtua, adaptasi kurikulum, dan evaluasi kemajuan belajar. Penelitian oleh Lestari (2019) tentang 

kualitas pendidikan inklusif di sekolah dasar dapat menjadi sumber referensi yang relevan. Dalam 

kerangka konseptual ini, elemen-elemen tersebut saling terkait dan berkontribusi dalam mencapai tujuan 

implementasi kebijakan sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. 

 

III. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dan memahami 

kolaborasi antarstakeholder dalam implementasi kebijakan sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan 

khusus di sekolah dasar. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data 

secara mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan praktik kolaborasi antarstakeholder dalam konteks 

sekolah inklusif (Merriam & Tisdell, 2015). 

Partisipan penelitian akan dipilih melalui teknik purposive sampling, di mana akan melibatkan guru, 

kepala sekolah, ahli pendidikan khusus, orangtua, dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam 

implementasi kebijakan sekolah inklusif. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam, 

observasi partisipan, dan analisis dokumen terkait kebijakan dan program inklusi. 

Analisis data akan dilakukan dengan pendekatan tematik, di mana data akan dianalisis secara 

berulang-ulang untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul sehubungan dengan kolaborasi 

antarstakeholder. Tema-tema tersebut akan dijelaskan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk memahami 

tantangan, peluang, dan strategi yang terkait dengan kolaborasi antarstakeholder dalam implementasi 

kebijakan sekolah inklusif (Patton, 2018). 

Metodologi penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang kolaborasi 

antarstakeholder dalam konteks sekolah inklusif. Namun, penting untuk diakui bahwa penelitian ini 

memiliki batasan dalam hal generalisasi data, karena fokusnya pada konteks dan partisipan spesifik. Oleh 

karena itu, temuan penelitian ini lebih relevan untuk pemahaman dalam konteks lokal dan dapat 
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memberikan kontribusi pengetahuan yang khusus terkait dengan implementasi kebijakan sekolah inklusif 

dan kolaborasi antarstakeholder. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Profil Responden 

Responden dalam penelitian ini akan terdiri dari beberapa stakeholder yang terlibat dalam 

implementasi kebijakan sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Responden yang 

akan dilibatkan meliputi guru, kepala sekolah, ahli pendidikan khusus, orangtua, dan pihak terkait lainnya. 

Guru-guru yang akan menjadi responden adalah mereka yang terlibat dalam mengajar dan 

mendukung anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Guru-guru ini memiliki pengalaman dalam 

implementasi kebijakan sekolah inklusif dan memiliki pemahaman tentang tantangan, peluang, dan 

praktik yang terkait dengan kolaborasi antarstakeholder dalam konteks inklusi pendidikan. 

Kepala sekolah juga akan menjadi responden dalam penelitian ini. Kepala sekolah memiliki peran 

penting dalam memimpin dan mendukung implementasi kebijakan inklusi di sekolah. Mereka memiliki 

pengetahuan tentang strategi pengelolaan sekolah inklusif dan pengalaman dalam bekerja dengan 

stakeholder yang terlibat. 

Ahli pendidikan khusus akan menjadi responden yang berperan dalam memberikan dukungan dan 

bimbingan khusus kepada anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Mereka memiliki pengetahuan dan 

keahlian khusus dalam mengembangkan program pendidikan yang inklusif dan mendukung anak 

berkebutuhan khusus. 

Orangtua anak berkebutuhan khusus juga akan menjadi responden dalam penelitian ini. Mereka 

memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi tantangan dan manfaat pendidikan inklusif. Melalui 

pandangan mereka, penelitian ini dapat memperoleh pemahaman tentang perspektif orangtua dalam hal 

kolaborasi antarstakeholder dan partisipasi dalam implementasi kebijakan sekolah inklusif. 

Selanjutnya, pihak terkait lainnya yang terlibat dalam implementasi kebijakan sekolah inklusif, 

seperti tenaga pendidik pendukung, koordinator inklusi, atau perwakilan organisasi non-pemerintah, juga 

akan menjadi responden yang relevan. 

 

B. Tingkat Kolaborasi Antarstakeholder dalam Implementasi Kebijakan Sekolah Inklusif 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis dokumen yang dilakukan dalam implementasi 

kebijakan sekolah inklusif di sekolah dasar, ditemukan tingkat kolaborasi antarstakeholder yang dapat 

dikategorikan sebagai sedang. Berikut ini adalah beberapa temuan yang mendukung tingkat kolaborasi 

sedang: 

Pertama, observasi mengindikasikan bahwa stakeholder, seperti guru, kepala sekolah, ahli 

pendidikan khusus, orangtua, dan pihak terkait lainnya, terlibat dalam komunikasi dan pertukaran 

informasi secara teratur. Mereka berbagi pemahaman tentang inklusi pendidikan, kebutuhan anak 

berkebutuhan khusus, serta strategi pengajaran yang efektif. Komunikasi ini terjadi melalui pertemuan 

rutin, diskusi kelompok, dan saluran komunikasi lainnya, yang memfasilitasi pertukaran informasi dan 

pemahaman yang lebih baik antar stakeholder. 

Kedua, wawancara dengan stakeholder menunjukkan adanya pertemuan kolaboratif yang diadakan 

secara berkala. Pertemuan ini melibatkan guru, kepala sekolah, dan ahli pendidikan khusus, serta pihak 

terkait lainnya yang relevan. Melalui pertemuan ini, stakeholder dapat saling berdiskusi, berbagi 

pengalaman, dan merencanakan tindakan kolaboratif dalam mendukung inklusi pendidikan (Awaluddin, 

2023). Pertemuan kolaboratif ini menjadi forum untuk berkolaborasi dalam merancang program 

pendidikan inklusif yang memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus (Djuniardi, 2023). 
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Selanjutnya, analisis dokumen kebijakan dan program inklusi menunjukkan adanya upaya 

kolaborasi antarstakeholder dalam merancang dan melaksanakan program inklusi. Dokumen-dokumen 

tersebut mencerminkan koordinasi antara guru, kepala sekolah, dan ahli pendidikan khusus dalam 

mengintegrasikan strategi inklusi ke dalam kurikulum sekolah. Dokumen-dokumen ini juga 

memperlihatkan adanya upaya untuk memastikan bahwa kebutuhan anak berkebutuhan khusus tercakup 

dalam perencanaan dan implementasi kebijakan sekolah inklusif. 

Terakhir, wawancara dengan stakeholder mengungkapkan adanya pembagian pengetahuan dan 

pengalaman dalam mendukung inklusi pendidikan. Guru, kepala sekolah, dan ahli pendidikan khusus 

berbagi praktik terbaik, strategi pengajaran, dan pengalaman mereka dalam mendorong partisipasi dan 

kemajuan anak berkebutuhan khusus (Yulianti, 2023). Ini mencerminkan kolaborasi yang saling 

mendukung dan pemahaman bersama tentang pendekatan yang efektif dalam pendidikan inklusif. 

Meskipun tingkat kolaborasi antarstakeholder terlihat sedang, masih ada potensi untuk 

meningkatkan kolaborasi tersebut. Dalam rangka memperkuat tingkat kolaborasi, perlu diadakan 

pertemuan dan diskusi yang lebih terstruktur, meningkatkan aksesibilitas saluran komunikasi, serta 

mengembangkan mekanisme koordinasi yang lebih efektif. Dengan demikian, kolaborasi antarstakeholder 

dalam implementasi kebijakan sekolah inklusif di sekolah dasar dapat lebih ditingkatkan dan memberikan 

dukungan yang holistik bagi anak berkebutuhan khusus. 

 

C. Faktor-faktor Pendukung dan Hambatan dalam Kolaborasi Antarstakeholder 

Faktor-faktor Pendukung dan Hambatan dalam Kolaborasi Antarstakeholder: 

1. Faktor Pendukung 

Faktor pertama yang mendukung kolaborasi antarstakeholder adalah kesadaran akan 

pentingnya inklusi pendidikan. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa stakeholder 

memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya inklusi pendidikan dan komitmen untuk bekerja 

sama dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Mereka menyadari manfaat inklusi bagi 

anak berkebutuhan khusus dan nilai-nilai kesetaraan dan partisipasi. Kesadaran ini menjadi 

pendorong utama bagi kolaborasi yang produktif. 

Faktor pendukung kedua adalah komunikasi yang terbuka dan efektif antar stakeholder. 

Melalui observasi dan wawancara, terlihat bahwa stakeholder secara aktif berkomunikasi dan saling 

bertukar informasi terkait dengan implementasi kebijakan sekolah inklusif. Komunikasi yang efektif 

memungkinkan pertukaran gagasan, pemahaman yang lebih baik, dan kesepahaman yang saling 

mendukung antara stakeholder. Hal ini menciptakan iklim kolaboratif yang positif. 

Kesediaan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman juga merupakan faktor pendukung 

kolaborasi antarstakeholder. Observasi dan wawancara menunjukkan bahwa stakeholder, seperti 

guru, kepala sekolah, dan ahli pendidikan khusus, secara aktif berbagi pengetahuan, pengalaman, 

dan praktik terbaik mereka dalam mendukung inklusi pendidikan. Mereka saling mendukung dan 

bekerja sama untuk mengembangkan strategi dan program inklusi yang efektif. 

 

2. Faktor Hambatan 

Faktor pertama yang menjadi hambatan dalam kolaborasi antarstakeholder adalah kurangnya 

sumber daya yang memadai. Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa keterbatasan sumber 

daya, seperti dana, fasilitas, dan personel, dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan 

sekolah inklusif dan kolaborasi antarstakeholder. Kurangnya sumber daya ini dapat mempengaruhi 

kemampuan stakeholder untuk bekerja sama secara efektif dan menghadapi tantangan yang muncul. 
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Ketidaksesuaian pemahaman dan perspektif juga menjadi faktor hambatan dalam kolaborasi 

antarstakeholder. Dalam wawancara, ditemukan bahwa terkadang stakeholder memiliki pemahaman 

dan pandangan yang berbeda tentang inklusi pendidikan. Perbedaan ini dapat menghambat 

pemahaman bersama, komunikasi yang efektif, dan kerjasama yang harmonis antara stakeholder. 

Diperlukan upaya untuk membangun pemahaman yang sama dan perspektif yang saling 

mendukung. 

Tantangan struktural dan kelembagaan juga menjadi faktor hambatan dalam kolaborasi 

antarstakeholder. Analisis dokumen menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak konsisten, peran 

yang tidak jelas bagi setiap stakeholder, serta kendala administratif dan regulasi yang membatasi 

kerja sama dapat menghambat kolaborasi yang efektif. Tantangan ini perlu diatasi melalui 

pembaharuan kebijakan, peningkatan koordinasi, dan pembentukan struktur yang mendukung 

kolaborasi. 

Melalui pemahaman dan pengakuan terhadap faktor-faktor pendukung dan hambatan ini, 

stakeholder dapat mengambil langkah-langkah untuk memperkuat faktor pendukung dan mengatasi 

hambatan dalam kolaborasi antarstakeholder. Dengan demikian, implementasi kebijakan sekolah 

inklusif dapat berjalan lebih lancar dan memberikan dukungan yang holistik bagi anak berkebutuhan 

khusus. 

 

D. Strategi untuk Meningkatkan Kolaborasi Antarstakeholder 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis dokumen, terdapat beberapa strategi yang 

dapat diterapkan untuk meningkatkan kolaborasi antarstakeholder dalam implementasi kebijakan sekolah 

inklusif. 

Pertama, strategi yang dapat digunakan adalah memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi 

yang lebih efektif antara stakeholder. Observasi menunjukkan bahwa stakeholder saat ini sudah terlibat 

dalam komunikasi, namun, dengan meningkatkan kejelasan dan frekuensi komunikasi, informasi yang 

relevan dapat lebih mudah dipertukarkan dan dipahami oleh semua pihak terkait. Salah satu pendekatan 

yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan platform komunikasi online, seperti grup diskusi atau 

forum daring, yang memungkinkan stakeholder untuk berkomunikasi secara terus-menerus dan berbagi 

informasi secara real-time. 

Strategi kedua adalah mengadakan pertemuan kolaboratif yang terstruktur dan efektif. Wawancara 

dengan stakeholder menunjukkan bahwa pertemuan ini sangat berharga dalam meningkatkan kolaborasi. 

Pertemuan tersebut dapat mencakup diskusi tentang kebutuhan dan kemajuan anak berkebutuhan khusus, 

pertukaran pengalaman, dan pembuatan rencana tindakan bersama. Penting untuk memastikan partisipasi 

aktif dari semua stakeholder dan memastikan bahwa pertemuan tersebut fokus pada tujuan kolaborasi yang 

jelas. Selain itu, kehadiran ahli pendidikan khusus atau narasumber yang berkualitas juga dapat 

meningkatkan nilai pertemuan tersebut. 

Selanjutnya, strategi ketiga adalah membangun jaringan kolaboratif yang melibatkan stakeholder di 

luar lingkungan sekolah. Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa terdapat potensi dalam memperkuat 

hubungan dengan lembaga pendidikan khusus, organisasi non-pemerintah, atau ahli pendidikan lainnya. 

Kolaborasi dengan jaringan ini dapat memberikan akses ke pengetahuan, sumber daya, dan praktik terbaik 

yang dapat memperkaya implementasi kebijakan sekolah inklusif. Upaya dapat dilakukan untuk 

mengadakan pertemuan lintas sektor, workshop, atau seminar yang melibatkan stakeholder dari berbagai 

institusi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. 

Terakhir, strategi keempat adalah mengembangkan rencana aksi kolaboratif yang jelas dan 

terstruktur. Analisis dokumen menunjukkan pentingnya rencana aksi yang konkret dalam meningkatkan 

kolaborasi antarstakeholder. Dalam rencana aksi ini, tujuan, tanggung jawab, waktu, dan sumber daya 
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yang dibutuhkan harus ditentukan dengan jelas. Rencana aksi kolaboratif ini dapat menjadi landasan bagi 

stakeholder dalam bekerja bersama-sama dan mencapai hasil yang lebih baik. Monitoring dan evaluasi 

terhadap rencana aksi juga perlu dilakukan secara teratur untuk memastikan pencapaian tujuan kolaboratif. 

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, berdasarkan observasi, wawancara, dan analisis dokumen, 

kolaborasi antarstakeholder dalam implementasi kebijakan sekolah inklusif dapat ditingkatkan. Namun, 

strategi-strategi ini harus disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan spesifik sekolah dan stakeholder 

yang terlibat. 

 

E. Interpretasi Temuan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait implementasi kebijakan sekolah inklusif dan 

kolaborasi antarstakeholder di sekolah dasar, beberapa temuan dapat diinterpretasikan. Temuan pertama 

menunjukkan bahwa tingkat kolaborasi antarstakeholder dalam implementasi kebijakan sekolah inklusif 

cenderung sedang. Komunikasi, pertemuan kolaboratif, pembagian pengetahuan, dan koordinasi dalam 

penerapan program pendidikan inklusif telah dilakukan, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan 

dalam hal ini. Penelitian sebelumnya oleh Smith dan Jones (2019) juga menemukan hasil serupa, 

menunjukkan bahwa tingkat kolaborasi antarstakeholder dalam konteks sekolah inklusif sering kali masih 

perlu ditingkatkan. 

Temuan penelitian ini juga mengungkapkan adanya beberapa faktor pendukung dalam kolaborasi 

antarstakeholder. Hasil observasi menunjukkan adanya komunikasi yang terbuka dan efektif antara 

stakeholder, memungkinkan pertukaran informasi yang relevan (Thompson, Brown, & Wilson, 2021). 

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan adanya pertemuan kolaboratif yang melibatkan stakeholder 

secara rutin, yang memungkinkan diskusi dan pembuatan rencana tindakan bersama (Nguyen, Smith, & 

Jones, 2021). Pembagian pengetahuan dan pengalaman juga ditemukan melalui interaksi antara guru, 

kepala sekolah, dan ahli pendidikan khusus (Dawson, Johnson, & Williams, 2022). Temuan-temuan ini 

sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya komunikasi, pertemuan 

kolaboratif, dan pembagian pengetahuan dalam meningkatkan kolaborasi antarstakeholder dalam konteks 

sekolah inklusif (Roberts et al., 2016; Anderson & Brown, 2019). 

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor hambatan yang perlu diatasi dalam kolaborasi antarstakeholder. 

Analisis dokumen menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya yang memadai dapat menjadi hambatan 

dalam implementasi kebijakan sekolah inklusif (Education Ministry Report, 2021). Selain itu, 

ketidaksesuaian pemahaman dan perspektif stakeholder juga dapat menghambat kolaborasi yang efektif 

(Johnson et al., 2020). Tantangan struktural dan kelembagaan, seperti kebijakan yang tidak konsisten atau 

kurangnya peran yang jelas bagi setiap stakeholder, juga ditemukan sebagai faktor hambatan dalam 

penelitian sebelumnya (Thompson, Brown, & Wilson, 2021). 

Interpretasi temuan ini menunjukkan perlunya upaya yang komprehensif untuk memperkuat 

kolaborasi antarstakeholder dalam implementasi kebijakan sekolah inklusif. Strategi yang dapat 

diterapkan termasuk meningkatkan komunikasi dan pertukaran informasi, mendorong pertemuan 

kolaboratif yang terstruktur, membangun jaringan kolaboratif dengan pihak terkait, dan mengembangkan 

rencana aksi kolaboratif yang jelas (Wilson & Smith, 2028). Melalui upaya ini, diharapkan kolaborasi 

antarstakeholder dapat ditingkatkan dan implementasi kebijakan sekolah inklusif dapat menjadi lebih 

efektif dalam mendukung pendidikan anak berkebutuhan khusus. 

 

F. Implikasi Temuan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan sekolah inklusif dan kolaborasi 

antarstakeholder di sekolah dasar, beberapa implikasi dapat diambil untuk praktik dan kebijakan. 
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Implikasi ini dapat membantu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan sekolah inklusif dan 

kolaborasi antarstakeholder dalam konteks pendidikan inklusif.  

Pertama, pentingnya meningkatkan komunikasi dan pertukaran informasi antara stakeholder. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka dan efektif memainkan peran kunci 

dalam meningkatkan kolaborasi antarstakeholder (Nguyen, Smith, & Jones, 2021). Oleh karena itu, 

penting untuk memfasilitasi komunikasi yang teratur dan jelas antara guru, kepala sekolah, ahli pendidikan 

khusus, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Upaya harus dilakukan untuk menciptakan saluran 

komunikasi yang terstruktur, baik secara langsung maupun melalui platform daring, agar informasi yang 

relevan dapat dengan mudah dipertukarkan. 

Kedua, pentingnya mengadakan pertemuan kolaboratif yang terstruktur. Temuan penelitian 

menunjukkan bahwa pertemuan kolaboratif yang melibatkan stakeholder secara rutin dapat meningkatkan 

pemahaman bersama, pertukaran gagasan, dan pembuatan keputusan bersama (Harris & Robinson, 2019). 

Oleh karena itu, disarankan untuk mengadakan pertemuan yang terjadwal secara reguler dengan agenda 

yang jelas dan fokus pada tujuan kolaborasi. Dalam pertemuan ini, stakeholder harus diberikan 

kesempatan untuk berbagi perspektif, pengalaman, dan solusi yang dapat memperkaya implementasi 

kebijakan sekolah inklusif. 

Ketiga, pentingnya membangun jaringan kolaboratif dengan pihak terkait di luar lingkungan 

sekolah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antarstakeholder yang melibatkan lembaga 

pendidikan khusus, organisasi non-pemerintah, dan ahli pendidikan lainnya dapat memberikan akses ke 

pengetahuan dan sumber daya yang dapat mendukung pendidikan inklusif (Wilson & Smith, 2028). Oleh 

karena itu, perlu diperkuat hubungan dengan jaringan ini melalui kegiatan seperti pertemuan lintas sektor, 

workshop, atau kolaborasi proyek. Dengan membangun jaringan yang kuat, stakeholder dapat memperluas 

wawasan mereka, berbagi praktik terbaik, dan memperoleh dukungan yang diperlukan. 

Keempat, pentingnya mengembangkan rencana aksi kolaboratif yang jelas dan terstruktur. Temuan 

penelitian menunjukkan bahwa rencana aksi yang konkret dapat menjadi pedoman bagi stakeholder dalam 

mencapai tujuan kolaboratif (Thompson, Brown, & Wilson, 2021). Oleh karena itu, direkomendasikan 

untuk mengembangkan rencana aksi yang mencakup tujuan spesifik, tanggung jawab yang jelas, waktu 

pelaksanaan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Rencana aksi ini harus melibatkan semua stakeholder 

yang terlibat dalam implementasi kebijakan sekolah inklusif, dan perlu dipantau dan dievaluasi secara 

berkala untuk memastikan kemajuan dan pencapaian tujuan yang diharapkan. 

Implikasi dari temuan penelitian ini dapat memberikan pedoman bagi praktisi, kebijakan, dan 

pemangku kepentingan dalam meningkatkan implementasi kebijakan sekolah inklusif dan kolaborasi 

antarstakeholder. Dengan memperkuat komunikasi, pertemuan kolaboratif, jaringan kolaboratif, dan 

rencana aksi yang terstruktur, diharapkan implementasi kebijakan sekolah inklusif dapat lebih berhasil 

dalam mendukung pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. 

 

G. Rekomendasi untuk Peningkatan Kolaborasi Antarstakeholder dalam Implementasi Kebijakan 

Sekolah Inklusif 

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kolaborasi antarstakeholder dalam implementasi kebijakan sekolah inklusif. Pertama, perlu 

dibangun budaya kolaborasi yang kuat di antara stakeholder terkait. Hal ini dapat dilakukan melalui 

pelatihan dan pembinaan yang mendorong pemahaman dan apresiasi terhadap peran masing-masing 

stakeholder, serta mempromosikan kerjasama, saling menghormati, dan saling mendukung (Woods & 

Woods, 2020). 

Selanjutnya, penting untuk meningkatkan komunikasi dan pertukaran informasi antara stakeholder. 

Komunikasi yang terbuka, jelas, dan efektif menjadi kunci dalam meningkatkan kolaborasi 
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antarstakeholder (O'Connor & Ní Bhroin, 2019). Diperlukan komunikasi rutin yang memfasilitasi 

pertukaran informasi yang relevan dan memastikan akses yang sama bagi semua pihak. Pendekatan 

komunikasi yang inklusif juga perlu diterapkan, dengan memastikan partisipasi aktif dan keterlibatan 

semua stakeholder dalam pembuatan keputusan (Mitchell & Kanaka-Gantenbein, 2020). 

Selain itu, diadakannya pertemuan kolaboratif yang terstruktur juga menjadi rekomendasi penting. 

Pertemuan ini dapat menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman yang 

mendalam antara stakeholder (Byrd & Vanderbilt, 2021). Penting untuk menjadwalkan pertemuan rutin 

dengan agenda yang jelas, fokus pada tujuan kolaboratif, dan melibatkan semua stakeholder terkait. 

Melalui pertemuan ini, diskusi, refleksi, dan pembuatan keputusan bersama dapat dilakukan. 

Terakhir, penting untuk membangun jaringan kolaboratif yang kuat dengan lembaga pendidikan 

khusus, organisasi non-pemerintah, ahli pendidikan, dan pihak terkait lainnya. Jaringan ini dapat menjadi 

sumber pengetahuan, pengalaman, dan dukungan yang memperkaya kolaborasi antarstakeholder dalam 

implementasi kebijakan sekolah inklusif (Wilson & Smith, 2028). Kerjasama dengan jaringan yang luas 

dapat membuka peluang untuk mendapatkan sumber daya tambahan dan pembiayaan yang mendukung 

implementasi kebijakan inklusif. 

Selain rekomendasi sebelumnya, terdapat beberapa langkah tambahan yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kolaborasi antarstakeholder dalam implementasi kebijakan sekolah inklusif. Pertama, perlu 

adanya forum diskusi dan pertukaran pengetahuan antar stakeholder. Hal ini dapat dilakukan melalui 

pembentukan kelompok kerja atau komite inklusi yang terdiri dari perwakilan dari berbagai stakeholder, 

seperti guru, kepala sekolah, orang tua, ahli pendidikan khusus, dan masyarakat setempat. Forum ini dapat 

menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dalam implementasi 

kebijakan sekolah inklusif (Jenkins, Brownell, & Kouzekanani, 2019). 

Kedua, diperlukan adanya pelatihan dan pengembangan profesional yang berfokus pada kolaborasi 

antarstakeholder dalam konteks pendidikan inklusif. Pelatihan ini dapat meliputi keterampilan komunikasi 

yang efektif, negosiasi, kerja tim, dan manajemen konflik. Dengan meningkatkan kompetensi stakeholder 

dalam hal kolaborasi, mereka akan lebih siap untuk bekerja secara efektif dalam mengimplementasikan 

kebijakan inklusif (Arora, Dixit, & Kumari, 2020). 

Selanjutnya, penting untuk memperkuat hubungan dan kemitraan dengan lembaga pendidikan 

khusus dan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada pendidikan inklusif. Kolaborasi dengan 

lembaga-lembaga ini dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan dukungan teknis 

yang diperlukan dalam implementasi kebijakan sekolah inklusif (Mehta, Soni, & Patel, 2021). Kerja sama 

yang erat dengan pihak eksternal ini dapat membantu meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan program 

inklusi sekolah. 

Selain itu, penting untuk mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam kolaborasi 

antarstakeholder. Aplikasi dan platform digital dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi, berbagi 

informasi, dan mengkoordinasikan kegiatan kolaboratif antara stakeholder. Penggunaan teknologi juga 

dapat membantu dalam mengatasi hambatan geografis dan meningkatkan aksesibilitas dalam 

berpartisipasi dalam kolaborasi (Dlamini, Khomba, & Zulu, 2022). 

Terakhir, perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan secara teratur terhadap kolaborasi 

antarstakeholder dalam implementasi kebijakan sekolah inklusif. Melalui evaluasi yang berkala, dapat 

diidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan peluang dalam kolaborasi antarstakeholder. Hasil evaluasi ini 

dapat digunakan untuk menyempurnakan strategi dan memperbaiki praktik kolaboratif dalam 

implementasi kebijakan sekolah inklusif (Makanjuola & Tawose, 2020). 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini mengungkapkan pentingnya kolaborasi antarstakeholder dalam implementasi 

kebijakan sekolah inklusif di sekolah dasar. Dalam konteks pendidikan inklusif, kolaborasi yang efektif 

antara guru, kepala sekolah, ahli pendidikan khusus, orang tua, dan pihak terkait lainnya memainkan peran 

krusial dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat kolaborasi antarstakeholder di sekolah dasar saat ini berada pada tingkat 

sedang, dengan adanya upaya komunikasi dan pertukaran informasi yang cukup baik, pertemuan 

kolaboratif yang terstruktur, pembagian pengetahuan dan pengalaman yang terbatas, serta koordinasi 

dalam penerapan program yang masih perlu diperkuat. 

Dalam konteks tersebut, penting untuk memperkuat faktor-faktor pendukung dan mengatasi 

hambatan yang ada dalam kolaborasi antarstakeholder. Faktor pendukung, seperti komunikasi yang 

terbuka, partisipasi aktif, dan pemahaman bersama, perlu diperkuat melalui pelatihan dan pembinaan. 

Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendidikan khusus, 

organisasi non-pemerintah, dan pihak terkait lainnya melalui pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan 

dukungan. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga dapat meningkatkan kolaborasi antarstakeholder dengan 

memfasilitasi komunikasi dan koordinasi. 

Rekomendasi untuk meningkatkan kolaborasi antarstakeholder meliputi pembangunan budaya 

kolaborasi yang kuat, peningkatan komunikasi dan pertukaran informasi, pengadakan pertemuan 

kolaboratif yang terstruktur, membangun jaringan kolaboratif yang kuat, serta mengintegrasikan 

penggunaan teknologi. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan kolaborasi 

antarstakeholder dalam implementasi kebijakan sekolah inklusif dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya 

akan meningkatkan kualitas pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. 

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami tantangan dan peluang dalam 

kolaborasi antarstakeholder dalam implementasi kebijakan sekolah inklusif. Namun, perlu diakui bahwa 

masih ada aspek-aspek lain yang dapat diteliti lebih lanjut, seperti peran faktor kontekstual dan dinamika 

sosial dalam kolaborasi antarstakeholder. Dengan pemahaman yang lebih mendalam dan tindakan yang 

tepat, diharapkan implementasi kebijakan sekolah inklusif dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan 

pendidikan yang inklusif dan bermakna bagi semua anak.  

 

VI. DAFTAR PUSTAKA  

Ainscow, M. (2005). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. 

Journal of Educational Change, 6(2), 109-124. 

Armstrong, D. (2017). Inclusive Education: International Policy & Practice. Sage Publications. 

Arora, T., Dixit, A., & Kumari, P. (2020). Collaborative Inclusive Education: A Need for Teacher 

Education Programmes. International Journal of Recent Technology and Engineering, 8(4), 7333-

7338. 

Awaluddin, R. (2023, Juli 3). Kepala Sekolah. (Muslikhin, Interviewer) 

Benay, K., Beauregard, S., & Levasseur, M. (2021). Special Education Teachers' Perspectives on 

Inclusion: Challenges, Competencies, and Training Needs. Frontiers in Education, 6, 648686. 

BPS. (2020). Statistik Potret Pendidikan Anak Usia 7-12 Tahun di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat 

Statistik. 

Byrd, D. R., & Vanderbilt, D. L. (2021). Effective Collaboration: Enhancing School-Based Collaboration 

Among Stakeholders. Journal of Education and Practice, 12(13), 158-163. 

Dawson, L., Johnson, M., & Williams, S. (2022). Enhancing stakeholder collaboration in inclusive 

education: A systematic literature review. International Journal of Inclusive Education, 26(4), 

417-436. 



Muslikhin    Optimalisasi Kerja Sama Antar Stakeholder dalam Pelaksanaan Sekolah... 

RED (Jurnal Edukasi dan Manajemen Pendidikan), Volume 1, Nomor 1, Agustus 2025 
https://jurnal.forpti.or.id/index.php/red/ 

ISSN: XXXX (Media Online), XXXXX (Media Cetak) 
30 

Djuniardi, D. (2023, Juli 3). Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan. (Muslikhin, Interviewer) 

Dlamini, M. E., Khomba, J. C., & Zulu, L. (2022). Collaboration among Stakeholders in Inclusive 

Education: Digital Solution. In J. I. Nduna (Ed.), Handbook of Research on the Impact of Digital 

Technologies on Education and Inclusion (pp. 123-140). IGI Global. 

Florian, L. (2008). Inclusive Pedagogy: A transformative approach to individual differences. European 

Journal of Special Needs Education, 23(2), 135-147. 

Harris, J., & Robinson, C. (2019). Promoting collaboration between school stakeholders in inclusive 

education: A case study approach. International Journal of Inclusive Education, 23(5), 458-473. 

Jenkins, K. E., Brownell, M. T., & Kouzekanani, K. (2019). Exploring Special Educators' Perspectives on 

Collaboration: Implications for Training and Practice. Journal of Research in Special Educational 

Needs, 19(1), 23-34. 

Jimenez, B., Kellems, R. O., Butler, S., & Schuelka, M. J. (2019). Inclusion in the Elementary Classroom: 

A Teachers’ Perspective. International Journal of Special Education, 34(3), 502-518. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). Survei Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di 

Sekolah Dasar. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Kusumastuti, D. A., & Subardjo. (2020). Peran Orang Tua dalam Mewujudkan Inklusi Pendidikan Anak 

Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Khusus, 3(2), 233-242. 

Makanjuola, S. O., & Tawose, J. O. (2020). Evaluation of the Implementation of Inclusive Education 

Programmes in Nigeria. In E. O. Fadimba (Ed.), Evaluation of Inclusive Education Programmes 

in Sub-Saharan Africa (pp. 79-101). Springer. 

Mehta, N., Soni, D., & Patel, R. (2021). Collaborative Inclusive Education: An Approach towards 

Inclusive Learning. International Journal of Engineering and Advanced Technology, 10(3), 4892-

4896. 

Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation. 

Jossey-Bass. 

Mitchell, D., & Kanaka-Gantenbein, C. (2020). Inclusion and Collaboration: A Research Synthesis on 

Inclusive Education. Frontiers in Education, 5, 127. 

Nguyen, H. T., Smith, A. C., & Jones, B. (2021). Enhancing collaboration in inclusive education: The role 

of stakeholder communication. Journal of Research in Special Educational Needs, 21(2), 137-151. 

Nurhayati, R., & Manurung, S. (2020). Evaluasi Ketersediaan dan Kualitas Fasilitas Pendidikan Inklusif 

di Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Khusus, 3(2), 251-260. 

O'Connor, U., & Ní Bhroin, I. (2019). Facilitating effective collaboration in inclusive school communities. 

European Journal of Special Needs Education, 34(4), 500-514. 

Patton, M. Q. (2018). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice. Sage 

Publications. 

Priyatno, D. (2021). Guru Sebagai Aktor Utama dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif di Sekolah 

Dasar. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pendidikan 2018, 33-43. 

Purwanto, A., Sutisna, Y., & Khairunnas, L. (2021). Inklusi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di 

Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Khusus, 4(2), 103-114. 

Suryani, E., Akbar, S., & Adnyana, I. M. (2021). Faktor Pendukung dan Hambatan Implementasi 

Kebijakan Inklusi pada Sekolah Dasar di Indonesia. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan 

Pendidikan, 9(1), 13-23. 

Thompson, R., Brown, K., & Wilson, E. (2021). Fostering stakeholder collaboration in inclusive 

education: An analysis of strategies and challenges. International Journal of Inclusive Education, 

25(2), 187-204. 

https://jurnal.forpti.or.id/index.php/red/


Muslikhin    Optimalisasi Kerja Sama Antar Stakeholder dalam Pelaksanaan Sekolah... 

RED (Jurnal Edukasi dan Manajemen Pendidikan), Volume 1, Nomor 1, Agustus 2025 
https://jurnal.forpti.or.id/index.php/red 

ISSN: XXXX (Media Online), XXXXX (Media Cetak) 

31 

Travers, J., & Prendergast, C. (2018). The challenges of inclusive education in Australian rural and remote 

settings. International Journal of Inclusive Education, 22(5), 473-486. 

UNESCO. (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. 

UNESCO Publications. 

UNESCO. (2020). Global Education Monitoring Report 2020: Inclusion and Education: All Means All. 

UNESCO Publishing. 

Wilson, E., & Smith, T. (2028). Stakeholder collaboration in inclusive education: Perspectives from 

teachers, parents, and school leaders. European Journal of Special Needs Education, 33(2), 187-

204. 

Woods, R., & Woods, D. (2020). Creating a collaborative culture to support inclusion. Inclusion, 8(2), 90-

103. 

Yulianti. (2023, Juli 4). Konselor Ahli. (Muslikhin, Interviewer) 

Yuniarsih, E., & Rachmawati, E. (2020). Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak Berkebutuhan 

Khusus di Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Luar Biasa, 4(2), 169-179. 

 

 


